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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM
RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
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ABSTRAK : - Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditetapkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea ( Comprehensive Economic
Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Korea) telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk untuk
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Republik Korea (
Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Korea) dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic
Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Republic of Korea).

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612)
sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU
39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 24 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.
190, TLN No. 6817), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI
141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu Rl 26/PMK.010/2022 (BN Tahun 2022
No.316).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Republik Korea dalam rangka Perjanjian
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of
the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea), sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pengenaan
bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea). Dalam
hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the
Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif bea masuk yang berlaku yakni tarif bea masuk yang
berlaku secara umum.



CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan pada tanggal
30 Desember 2022.

- Lampiran: halaman 7-525.



